KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

mmtrsm:

Memberikan Izin Pendirian Program alau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) kepada:

-

Nama : H.M. Usman Tonda 3

Nama Yayasan : YAYASAN PERWAKILAN YPLP PGRI KOTA BOGOR

Alamat Yayasan : JL Merdeka No. 131 RT. 001 RW. 007 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat
Namma Sckolah : SMP PGRI 4

Alamat Sekolah ¢ JL Batutulis No, 44 RT. 003 RW, 003 Kel. Batutulis Kec, Bogor Selatan

Pemegang izin scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai
berikut: )

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan jzin kemball sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Izin Pendirian Program atan &tm?mﬂdﬂmnhﬂheﬂakusejaktanwlditetapkmdmbcﬂm
selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluast dari Dinas
Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEROLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Keputusan Ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Eepala DPMPTSP,

. iera o Sacus Steanhan

197810291297111002

Tembusan :

1. Yth. Wall Eota Bogor (Scbagat Laporan);

2. Yth. Bepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
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PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KEapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : hitps://perizinan. kotabogor.go.id :

EEPUTUSAN
KBPAIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
’ EOTA BOGOR

NOMOR : 400.3/218-DPMPTSP

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)
EEPADA YAYASAN PERWAKILAN YPLP PGRI EOTA BOGOR

EEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

Menimbang : @&  Bahwa sesual dengan permohonan dari H.M. Usman Tonda telah mengajukan permohonan lzin
Pendirian Program atan Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMPI dengan
nomor pendaftaran 40.3.5/348-SMP tanggal 20 Mei 2025; g

b. Bahwa berdasarkan surat izin lama 121/102.Kep./E 81 langgal 20 Juni 1981..

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana pada huruf a dan b setelah dilakukan
peneliian administrasi perin menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor58j;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 45):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Noemor 607);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomer 8 Serl E);

a. Perm%n Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Panbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peranmran Wali
Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
[Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E):

11. Peratugan Wall Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita

~Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);

12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kcp.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
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MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
{SMP) kepada: - ,
Nama : H.M. Usman Tonda =
Nama Yayasan : YAYASAN PERWAKILAN YPLP PGRI KOTA BOGOR
Alamat Yayasan + J1. Merdeka No. 131 RT. 001 RW. 007 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat
Nama Schkolah : BMP PGRI 4
Alamat Sekolah ¢ Jl. Batutulis No. 44 RT. 003 RW, 003 Kel. Batululis Kec, Bogor Selatan

KEDUA ;mmmmmmdeMWmmmmw
berikut: X
a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tHidak memenuhi sebagaimana dhnaksud
pmammmmmmmmmmmmmmsmdcmnmm
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT i mnPendhhnﬁugamaEuSamaanmaﬂmanﬂ’iakanakmnggﬂﬂkakandanbahku
sclauna kegiatan berlangsung dmmmpmmmﬂwmdmwﬂmdmm
Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA {(SMP) mmj@mmmmmnmmm-mm

KEENAM : Keputusan int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 28 Mei 2025
Eepala DPMPTSP,

Atep Budimen, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
187810291997111002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);

2. Yth. Eepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Catatan !
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PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Eapten Musiihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321073 cxi.240 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : hitps://perizinan.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 400.3/218-DPMPTSP

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMF)
EEPADA YAYASAN PERWAKILAN YPLP PGRI KOTA BOGOR

HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

Menimbang : a  Bahwa sesuai dengan permohonan dart H.M. Usman Tonda telah mengajukan permohonan lzin
Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA [SMP} dengan
nomor pendaftaran 40.3.5,/348-SMP tanggal 20 Mei 2025; E

b. Bahwa berdasarkan surat izin lama 121/102.Kep./E 81 langgal 20 Ju.ni 1881;. -

c. Bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana pada huruf a dan b setelah dilakukan
penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanamean Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang ~ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor58j;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Pemefintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Iudoncsial’f‘ahun 2018 Nomeor 90);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuduyaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mecnengah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Menterl Pendidikan dan Eebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasianal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 'I‘alnm 2012 tentang Pengelolaan dun Penvelenggaraan
Pend:l.cj.ikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Talnum 2012 Nomeor 8 Seri E);

9 Peral%n Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 3023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Dasrah
Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Bogor Nomor 151);

10, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua aias Peraturan Wali
Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
(Beriia Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri B):

11. Peratugan Wall Kola Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraruran Wali KEota *
Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita
~Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);

12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Di.mis Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Latatan !
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